DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adi Sulistiyono dan Isharyanto. 2018. Sistem Peradilan di Indonesia dalam
Teori dan Praktik. Jakarta; Kencana.

Ahman Fauzan. 2005. Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan
Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi. Cetakan 1.
Jakarta; Kencana.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum.
Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Andi Sofyan dan Nur Azizah. 2016. Hukum Pidana. Makassar; Pustaka
Pena Press.

dan Abd. Asis. 2017. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.
Cetakan 3. Jakarta; Kencana.

Andre Ata Ujan. 2009. Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela
Keadilan. Yogyakarta; Kanisius.

Anonim. 2010. Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Jakarta; Mahkamah
Agung Republik Indonesia.

Bambang Sunggono. 2016. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta;
Rajawali Press.

Bracton dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. Bunga Rampai
Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta; Kencana.

Brian H. Bix. 2005. Legal Postitivim dalam Philosophy of Law and Legal
Theory, Edited Martin P. Golding and William A. Edmundosn, Marden:
Blackwell Publishing; James Bernard Murphy. The Philosophy of
Positive Law: Foundations of Jurisprudence. New Haven; Yale
University Press.

Bryan A Garner. 2004. Black’s Law Dictionary. 8th ed. Minnesota. West
Publishing Co.

Bologna and Milan Global Code of Judicial Ethics 2015. in Indonesia

Conference of Judicial Independence. Milano; University of Bologna
and Bocconni University.

160



Dahlan Sinaga. 2015. Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus
Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila. Bandung; Nusa
Media.

Ediwarman. 2016. Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan
Skripsi, Tesis dan Disertasi. Yogyakarta; Genta Publishing

Fajlurrahman Jurdi. 2021. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.
Cetakan 2. Yogyakarta; Rangkang Education.

. 2022. Etika Profesi Hukum. Jakarta; Kencana.

Hans Kelsen. 1971. General Theory of Law and State. Terjemahan oleh
Raisul Muttaqgien. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Cetakan
X. Bandung; Nusa Media.

Irwansyah & Ahsan Yunus. 2021. Penelitian Hukum: Pilihan Metode &
Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta; Mirra Buana Media.

Jaenal Aripin. 2010. Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Jakarta; Kencana.

Jimly Asshiddigie. 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia.
Jakarta; PT. Bhuana limu Pop.

.. 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.
Edisi 2. Cetakan 1. Jakarta; Sinar Grafika.

Josef M. Monteiro. 2014. Lembaga-lembaga Negara setelah Amandemen
UUD 1945. Yogyakarta; Pustaka Yustisia.

Lilik Mulyadi. 2015. Urgensi dan Prospek Pengaturan (lus Constituendum)
UU Tentang Contempt of court Untuk Menegakan Martabat dan
Wibawa Peradilan. Jakarta; Puslitbang Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung.

Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto. 2016. Contempt of Court di Indonesia-
Urgensi Norma. Praktik, Gagasan & Masalahnya. Edisi 1. Cetakan 1.
Bandung; Alumni.

. 2020. Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum
Acara Pidana Indonesia. Bandung; PT.Citra Aditya Bakti.

. 2020. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana:
Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya. Bandung;
PT.Citra Aditya Bakti.

161



Liota P.H. 2002, Boomerang Effect: The Convergen of National and Human
Security. Dalam Security Dialogue. Volume 33 Nomor 4. Dalam Tim
Propatria Institute. Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan
dan Keamanan Negara. Jakarta; Tim Propatria Institute.

Muhammad Yamin dan Sebastian Matengkar. 2006. Intelijen Indonesia
Towards Professional Inteligence. Yogyakarta; Gadjah Mada
University Press.

Musakkir. 2013. Putusan Hakim yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana
Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum. Yogyakarta;
Rangkang Education.

M. Ali Safa’at. Dkk. 2019. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta;
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

M.Natsir Asnawi. 2014. Hermeunetika Putusan Hakim. UIl Press.
Yogyakarta; Ull Press.

Nandang Sunandar. 2021. Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi
dalam Tataran Teori dan Praktik. Bandung; Nuansa Cendekia.

Nurul Qamar, Marten Bunga dan Roy Martehn Moonti. 2014. Karakteristik
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Makassar; Arus Timur.

Oemar Seno Adji. 1987. Peradilan Bebas Negara Hukum. Jakarta;
Erlangga.

Rahmawati. et.al. 2022. Memahami Praktik Persidangan. Riau; DOTPLUS
Publisher.

Rimdan. 2012. Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi.
Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

R. Soesilo. 1995. RIB/HIR dengan Penjelasan. Bogor; Politeia.

Shahrbanou Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoy. 2007. Human Security
Concept and Implications. New York; Routledge.

Soeparmono. 2005. Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi. Bandung;
Mandar Maju.

Sudikno Mertokusumo. 1993. Hukum Acara Perdata Indonesia.
Yogyakarta; Liberty.

162



. 2008. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta;
Maha Karya Pustaka.

Tolib Effendi. 2014. Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan
Pembaharuannya Di Indonesia). Malang; Setara Press.

United Nations Development Program. 1994. Human Development Report
1994. New York; Oxford Press.

Yahya Harahap. 2008. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,
Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan.
Jakarta; Sinar Grafika.

Zulham. 2018. Peran negara dalam perlindungan konsumen muslim
terhadap produk halal. Pertama. Jakarta Timur; Kencana.

Jurnal

Abdul Manan. 2013. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum
Acara Di Peradilan Agama. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 2
Nomor 2.

Achmad Fausi dan Bruce Anzward. 2022. Kedudukan Kewenangan Dewan
Perwakilan Rakyat Dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung Untuk
Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka. Jurnal de Facto.
Volume 9 Nomor 2.

Adi Kusyandi dan Saefullah Yamin. 2023. Disparitas Putusan Hakim Pidana
Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum
Indonesia. Jurnal YUSTITIA Volume 9 Nomor 1.

Anita Afriani. et.al. 2018. Contempt of Court: Penegakan Hukum Dan Model
Pengaturan Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 7
Nomor 3.

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi. 2019. Kemandirian Hakim Dalam
Perspektif Negarawan, Jurnal Solusi. Volume 17 Nomor 3.

Fahmirion. 2016. Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan
Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan
Kehakiman. Jurnal Litigasi, Volume 17 Nomor 2.

Farouk Muhammad. 2016. Pemahaman Tentang ‘“Keamanan Nasional’,
Jurnal limu Kepolisian. Volume Edisi 085.

163



Fauziah Yumma dan Rahayu Subekti. 2022. Oforitas Dan Implikasi
Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal
Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Volume 1 Nomor 3.

Firman Floranta Adonara. 2015. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus
Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. Jurnal Konstitusi. Volume 12
Nomor 2.

Heni Susanti dan Ferry Adi Fransista. 2019. Dissenting Opinion Dalam
Menentukan Batas Umur Anak: Kajian Putusan Nomor
81/PID.SUS/2015/PN.PRP. Jurnal Yudisial Volume 12 Nomor 3.

Ida Keumala Jeumpa. 2014. “Contempt of court: Suatu Perbandingan
Antara Sistem Hukum Contempt of court: A Comparison Among Vary
Legal Systems”. Kanun Jurnal limu Hukum Volume 16 Nomor 1.

Ikhsan Azhar. 2018. Inkonsistensi Penerapan Prinsip Independensi
Kekuasaan Kehakiman Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim.
Jurnal Veritas Et Justitia. Volume 4 Nomor 2.

Jimmy Asshiddigie. 2015. Upaya Perancangan Undang-Undang Tentang
Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan (Contempt Of Court).
Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4. Nomor 2.

Jemmy Saut. 2015. Tinjauan Hukum Tentang Putusan Hakim Perkara
Perdata Terhadap Proses Mediasi. Jurnal Lex Administratum. Volume
3 Nomor 5.

Luis. 2021. Legalitas Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Pada
Putusan Pengadilan. Jurnal Hukum Adigama. Volume 4 Nomor 2.

Maruarar Siahaan. 2017. Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri Dan
Akuntabel  Menurut  UUD  NRI Tahun 1945. Jurnal
KETATANEGARAAN, Volume 003.

Mohammad. 2019. Kajian Hukum Atas Jaminan Keamanan Dan
Kesejahteraan Hakim Menurut PP Nomor 94 Tahun 2012 Tentang
Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah
Mahkamah Agung, Jurnal YUSTITIA Volume 20 Nomor 2.

Mumtazinur dan Yenny Sri Wahyuni. 2021. Keamanan individu (Personal
Security) dan Qanun Hukum Keluarga: Tinjaun Konsep Keamanan
Manusia (Human Security). Jurnal Hukum Keluarga. Volume 4 Nomor
1.

164



Nur Agus Susanto. 2011. Independensi Kekuasaan Kehakiman dan
Efektifitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap. Jurnal Yudisial
Volume 4 Nomor 1.

Nur Kholis. 2019. Asas Non Diskriminasi dalam Contempt of Court. Legality:
Jurnal llmiah Hukum. Volume 26. Nomor 2.

Nur Iftitah Isnantiana. 2017. Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan
Putusan Perkara Di Pengadilan. Jurnal Pemikiran Islam. Volume 18
Nomor 2.

Richard Macklin. 2017. Law Society of Upper Canada v. Groia, The
Advocates’ Journal. Summer.

RR Zahroh Hayati Azizah. 2020. Mendefinisikan Kembali Konsep
Keamanan dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa. Jurnal
Diplomasi Pertahanan. Volume 6 Nomor 3.

Sutanto Nugrogo. R.B Sularto dan Budhi Wisaksono. 2017. Pengaturan
Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana
Indonesia. Diponegoro Law Journal. Volume 6 Nomor 2.

Otto Hasibuan. 2015. Contempt of Court Di Indonesia, Perlukah? Jurnal
Hukum dan Peradilan. Volume 4 Nomor 2.

Wahyudi Djafar. 2019. Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap.
Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan. Jurnal Becoss. Volume 1
Nomor 1.

Wahyu Wagiman. 2009. Contempt of Court dalam rangcangan KUHP.
Jurnal Dinamika Hukum. Volume 9. Nomor 2.

Wira Paskah Withyanti. 2020. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di
Indonesia. Jurnal llmu Sosial dan Pendidikan. Volume 4 Nomor 2.

Zaki Ulya. 2021. Dilematisasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan
Yudikatif Guna Mencapai Harmonisasi Hukum. Jurnal Hukum dan
Peradilan. Volume 10 Nomor 3.

Tesis
Timur Pradoko. 2019. Prinsip Independensi Hakim Terhadap Hak
Keterbukaan Informasi dalam Penayangan Persidangan Perkara

Pidana di Televisi. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Jember.
Jember.

165



Peraturan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Rl Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
76.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas
Hakim. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
213.

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013
Tentang Advokasi Hakim. Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1530.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang
Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1595.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan
Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor:
047/KMA/SKB.1V/2009, 02/SKB/P.KY/IVV/2009 Tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim. 2009.

Internet

Ardian Fanani. Hakim yang Diserang Aktivis Anti masker Banyuwangi Syok.
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5688683/hakim-yang-
diserang-aktivis-antimasker-banyuwangi-syok.

Iswara N Raditya. Pembunuhan Hakim Syafiuddin yang Dirancang Tommy

Soeharto. https://tirto.id/pembunuhan-hakim-syafiuddin-yang-
dirancang-tommy-soeharto-cPVT.

166



Komisi ~ Yudisial Republik Indonesia. @ Sejarah  Pembentukan.
https://komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history

Komisi Yudisial Republik Indonesia. Penghubung KY Wilayah Sulawesi
Selatan.
https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/south_sulaw
esi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Pengertian kata Aman.
https://kbbi.kata.web.id/?s=aman

Lipuran 6. Tusukan Pisau Komando Sang Kolonel.
https://www.liputan6.com/news/read/109851/tusukan-pisau-
komando-sang-kolonel.

Nirmala Maulana Achmad dan Bagus Santosa, Mahfud MD Duga Viral
Video Vonis Sambo Bagian dari Upaya Teror.
https://nasional.kompas.com/read/2023/01/06/16423111/mahfud-md-
duga-viral-video-vonis-sambo-bagian-dari-upaya-teror.

Pasha Yudha, KY: PMKH dan CoC Berbeda,
https://www.infopublik.id/kategori/nasional-politik-hnukum/648589/ky-
pmkh-dan-coc-berbeda.

Pengadilan Agama Makassar. Sejarah Pengadilan Agama Klas 1 A
Makassar. https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-
pengadilan/sejarah-pengadilan

Pengadilan Negeri Makassar Kelas | A khusus. Profile Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Makassar Kelas | A khusus. https:/pn-
makassar.go.id/website/images/laporan/wilayah_hukum/profile_wilay
ah_hukum_pn_makassar.pdf

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Peta Wilayah Hukum.
https://ptun-makassar.go.id/peta-wilayah-hukum/

R Antares P. Sunarso Hakim yang Disabet Gesper Pengacara Tomy
Winata, https://www.tagar.id/sunarso-hakim-yang-disabet-gesper-
pengacara-tomy-winata.

Ubed Bagus Razali. Urgensi Jaminan Keamanan untuk Hakim.

https://analisadaily.com/berita/arsip/2019/8/5/775600/urgensi-
jaminan-keamanan-untuk-hakim/.

167



LAMPIRAN
1. Surat Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Makassar

JI. RAA. Kartini No 18/23, Kola Mak N i Sel Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
Website :https:Aww.pn-makassar.go.id, Email : info@pn-makassar.go.id,
) Perdala : perdata@pn-makassar.go.id,Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
v Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR 90111

m PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
& :

Makassar, 11 Januari 2024

SURAT KETERANGAN
Nomor : W22-U1/ l7 /PB.01/1/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :
HENDRI TOBING, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Egy Oktavian Pranata

Nomor Pokok : B012221036

Program Studi : Magister llmu Hukum (S2)

Judul : Analisis Jaminan Keamanan Hakim Dalam

Penanganan Perkara Terhadap Independensi
Putusan Hakim
Benar telah mengadakan peneclitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada
tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan 11 Januari 2024.
Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari
Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan Program Pascasarjana Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin tanggal 18 MPesember 2023 Nomor

8385/UN4.5.1/PT.01.04/2023

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar,
- Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan Program Pascasarjana Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin

168



Surat Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Makassar

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
*\DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
: PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Jalan Perintis kemerdekaan Km.14 Kel.Daya, Kec. Biring} Kota Mal 90241
Website : www.pa-makassar.net; E-mail : pamakassar@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 854/SEK.W20-A1/DL1.9/11/2024

Yang bertandatangan di bawah ini Plt. Sekretaris Pengadilan Agama
Makassar Kelas IA menerangkan bahwa :

Nama : Egy Oktavian Pranata

No. Pokok : B012221036

Program Studi : Magister Ilmu Hukum (S2)
Universitas : UNHAS

Judul Penelitian : “Analisis Jaminan Keamanan Hakim Dalam
Penanganan Perkara Terhadap
Independensi Putusan Hakim”
Adalah benar telah melakukan penelitian (wawancara) pada kantor
Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.
Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Makassar, 22 Februari 2024

Ditandatangani secara elekfronik oleh :
PLT. SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

YULHAIDIR

ini telah

169



3. Surat Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan di Tata Usaha
Negara Makassar

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
J1. Raya Pendidikan No.1 Telp/Fax.(0411) 868784 Makassar 90222

:/ /www.ptun-makassar.go.id. Email: ecourt.ptun.makassar@gmail.com.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 244 /PAN.PTUN.W4/UM.02.07/11/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Plt. Panitera Muda Hukum Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : EGY OKTAVIAN PRANATA

NIM : B012221036

Program Studi : Magister Ilmu Hukum (S2)

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Tesis : “ Analisis Jaminan Keamanan Hakim Dalam Penanganan

Perkara Terhadap Independen Putusan Hakim”.

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka Penulisan Tesis Mahasiswa Program
Pascasarjana Universitas Hasanuddin di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,
sebagaimana Surat Izin Penelitian tertanggal 18 Desember 2023, Nomor:

8385/UN4.5.1/PT.01.04//2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Malgﬁsg[, 20 Februari 2024
OBAH
)

SN
YANITERA MUDA HUKUM

JLAWANG, SH.
9641231 199103 1 068

170



